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BAB II 

KONSEP MAS{LAH{AH MU@RSALAH DALAM  

ISLAM 

 

A. Pengertian Mas{lah{ah Mu@rsalah 

1. Definisi Mas{lah{ah Mu@rsalah 

Kata mas{lah{ah merupakan bentuk masdar dari kata s{alah{a dan 

saluha, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.
1
 Kata 

mas{lah{ah dan manfa’ah telah di Indonesiakan menjadi ‚maslahat‛ dan 

‚manfaat‛ yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, 

guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman 

bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik 

untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak 

kemad{aaratan, maka semua itu disebut dengan mas{lah{ah.
2
 Adapun 

pengertian mas{lah{ah secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para 

ulama’, diantara lain:  

a. Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mas{lah{ah 

adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan 

kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau 

                                                             
1
 Asnawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amrah: 2011), 128. 

2
 Abbas Arfan, Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam, (Malang: UIN-Malang Pres, 

2008), 82. 
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memandang mas{lah{ah hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan 

mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang 

justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.
3
 

b. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip 

dari kitab Dawa>bit al-Mas{lah{ah fi-shyari>ah al-Isla>miyah al-Mas{lah{ah 

adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan 

Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan 

tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.
4
 

c. Imam Ghazali mengemukakan bahwa mas{lah{ah pada dasarnya adalah 

sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam 

mad{arat (mafsadat). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam 

pengertian syara’ ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah 

adalah sesuatau yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang 

disebutkan dengan istilah al-Maqa>s{id al-Syari’ah menurut al-Syatibi.
5
 

d. Menurut Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur sebagaimana yang dikutip 

oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru 

yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, 

                                                             
3
 Dahlan, Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN-Malang Pres, 2007), 116. 

4
 Ibid., 116. 

5
 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa>sid Syari’ah menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), 61. 
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dapat ditetapkan berdasarkan dalil mas{lah}ah karena adanya alasan-

alasan berikut ini:
6
 

1) Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan 

adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan 

sebaik baiknya. 

2) Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan 

kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun 

masyarakat. 

3) Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada 

perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya 

boleh dikerjakan, namun jika perbutan itu ketika dikerjakan akan 

membuka pintu kemad{aratan maka hal ini termasuk perbuatan 

terlarang. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa mas{lah{ah 

merupakan tujuan dari adanya syari’at Islam, yakni memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta 

memelihara harta. 

 

 

                                                             
6
 Kemal Muhtar, Mas{lah{ah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, 

Rekontruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman, (Yogyakarta: Suka Press, 2003), 228.  
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2. Teori Mas{lah{ah Mu@rsalah 

Definisi mas{lah{ah mu@rsalah menurut bahasa, kata mas{lah{ah 

berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia 

menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang 

membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.
7
 Menurut bahasa aslinya 

kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صلح ,يصلح ,صلاحا 

artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.
8
 Sedang kata mu@rsalah 

artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-

Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.
9
 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, mas{lah{ah mu@rsalah adalah 

mas{lah{ah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan 

mas{lah{ah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya 

atau pembatalannya.
10

 

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi mas{lah{ah 

mu@rsalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan 

syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil 

khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.
11

 

                                                             
7
 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43. 

8
 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan 

Penafsir al-Qur’an, 1973), 219. 
9
 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah…, 45. 

10
 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum 

Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8, 2002), 123. 
11

 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424. 
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Dengan definisi tentang mas{lah{ah mu@rsalah di atas, jika dilihat 

dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi 

pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan 

hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an 

maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau 

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat 

dan menghindari kerusakan. 

3. Landasan Hukum Mas}lah}ah Mu@rsalah 

Sumber asal dari metode mas}lah}ah mu@rsalah adalah diambil dari 

al-Qur’an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada 

ayatayat berikut: 

a. QS. Yunus: 57 

                              

         

Artinya: ‚Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit 

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang-orang yang beriman‛. (QS. Yunus: 57)
12

 

b. QS. Yunus: 58 

                            

 

                                                             
12

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), 659. 
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Artinya: ‚Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan 

rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan". (QS.Yunus: 58)
13

 

 

c. QS. Al-Baqarah: 220 

                                

                                  

   

Artinya: ‚Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: 

‚Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika 

kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu 

dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari 

yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, 

niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana‛. 

(QS. Al-Baqarah: 220)
14

 

 

Sedangkan nas}h dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam 

mengistimbatkan hukum dengan metode mas}lah}ah mu@rsalah adalah 

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang 

berarti:
15

 ‚Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur 

Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn 

Abbas: Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat mazdarat 

(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada 

orang lain‛. (HR. Ibn Majjah). 

                                                             
13

 Ibid., 659. 
14

 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya…, 59. 
15

 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazidal-Qazwini, Sunah Ibn Majah Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 

784. 
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Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas maka menurut Syaih 

Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada 

tiga hal yang perlu diperhatikan penggunanya.
16

 

a. Kehati-hatian dalam penggunaannya. 

b. Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang 

digunakan. 

c. Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan 

dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang 

luas. 

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawa ini 

merupakanm kaidah-kaidah tentang mas{lah{ah mu@rsalah. 

a. ‚Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan‛
17

 

b.   قدََّم   اسِدْ الْمَفَ  درَْء الْمَصَالِحِ  جَلْبِ  عَلىَ م   

b. ‚Meraih kemaslahatan dan menolak kemud{aratan‛18
 

 

قدََّم   لِحِ  الْمَصَا جَلْب   الْمَفَاسِد دفَْع   عَلىَ م   

c.  ‚Tidak memud{aratkan dan tidak dimud{aratkan‛ 

ضِرَار وَلَ  ضَرَرَ  لَ   

d.  ‚Kemud{aratan dapat dihilangkan‛
19

 

                                                             
16

 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbahwa al-Nazdo’ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31. 
17

 Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowa>id Fiqhiyyah Al Fara>id Al Bahiyyah, 
(Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88. 
18

 Abd. Haq, et al, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista, 2006), 237. 
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رَر   ي زَال الَضَّ  

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap 

larangan lebih besar daripada perhatian syara’ terhadap apa-apa yang 

diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, 

namun didalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan 

menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas 

dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang 

lebih besar. 

4. Syarat-syarat Mas}lah{ah Mu@rsalah 

Mas{lah{ah mu@rsalah sebagai metode hukum yang 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara 

umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain 

mas{lah{ah mu@rsalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, 

namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah 

sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat 

secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan 

mencegah kemad{aaratan (kerusakan). 

                                                                                                                                                                              
19

 Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowa>id Fiqhiyyah Al Fara>id Al Bahiyyah, 81. 
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Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya mas{lah{ah mu@rsalah 

dibagi atas tiga bagian yaitu:
20

 

a. Mas}lah{ah Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam 

kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. 

b. Mas{lah{ah Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah 

derajatnya mas{lah{ah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan 

manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika 

tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, 

hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. 

c. Mas{lah{ah Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika 

tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam 

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai 

pelengkap atau hiasan hidupnya.  

Untuk menjaga kemurnian metode mas{lah{ah mu@rsalah sebagai 

landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, 

yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung 

dalam nash (al-Qur’an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau 

kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan 

manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.  

                                                             
20

 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih…, 426. 
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Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat 

dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak 

berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan 

menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi 

lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar 

dalam menggunakan mas{lah{ah mu@rsalah baik secara metodologi atau 

aplikasinya.  

Adapun syarat mas{lah{ah mu@rsalah sebagai dasar legislasi hukum 

Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah: 

a. Menurut Al-Syatibi  

Ma}slah}ah mu@rsalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: 

1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 

ketentuan syari’ yang secara ushul dan furu’nya tidak 

bertentangan dengan nas{h. 

2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam 

bidang-bidang sosial (mu’amalah) di mana dalam bidang ini 

menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang 

ibadah. Karena dalam mu’amalah tidak diatur secara rinci dalam 

nas{h. 

3) Hasil mas{lahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 

Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode mas{lah{ah adalah 
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sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai 

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan.
21

 

Sesuai dalam firman Allah:
22

 

                            

                      

                          

                            

  

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang 

sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-

kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia 

(Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim 

dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, 

supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya 

kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 

Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan 

sebaik- baik penolong (QS. Al-Hajj: 78). 

 

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf  

Mas{lah{ah mu@rsalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum 

Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: 

1) Berupa mas{lah{ah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan mas{lah{ah 

yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-

                                                             
21

 Al-Syatibi, Al-I’tishom, (Beiut: Dar al-Fikr, 1991), 115. 
22

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 368. 
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hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik 

manfa’at dan menolak kerusakan. 

2) Berupa mas{lah{ah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan 

perorangan, tetapi untuk orang banyak. 

3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh 

nas{h (al-Qur’an dan al-Hadits) serta ijma’ ulama.
23

 

c. Menurut Al-Ghozali  

Mas{lah{ah mu@rsalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum 

bila: 

1) Mas{lah{ah mu@rsalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’. 

2) Mas{lah{ah mu@rsalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash 

syara’ (al-Qur’an dan al-Hadits). 

3) Mas{lah{ah mu@rsalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau 

suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum 

masyarakat.
24

 

 

d. Menurut Jumhurul Ulama  

                                                             
23

 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kiadah-kaidah Hukum 
Islam…, 125. 
24

 Mukhsin Jamil (ed)., Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 

2008), 24. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 

 

 

Menurut Jumhurul Ulama bahwa mas{lah{ah mursalah dapat 

sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1) Mas{lah{ah tersebut haruslah ‚mas{lah{ah yang haqiqi‛ bukan hanya 

yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. 

Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang 

benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak 

kemad{aaratan. Akan tetapi kalau hanya sekadar prasangka adanya 

kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap 

kemad{aaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah 

berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at 

yang benar. 

2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, 

bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau 

kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa 

dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak 

kemad{aaratan terhadap orang banyak pula. 

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan 

yang terdapat dalm al-Qur’an dan al-Hadits baik secara dzahir 

atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan 

yang kontradiktif dengan nas{h seperti menyamakan bagian anak 
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laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau 

penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam 

pembagian.
25

 

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa mas{lah{ah 

mu@rsalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat 

diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat 

sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan mas{lah{ah tersebut merupakan 

kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya 

masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan 

menolak kemudaratan. Sehingga mas{lah{ah tersebut mengandung 

kemanfa’atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh 

dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur’an 

dan al-Hadits. 

5. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Mas{lah{ah Mu@rsalah 

Jumhur Ulama bersepakat bahwa mas{lah{ah mu@rsalah merupakan 

asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur 

Hanafiyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan tentang mas{lah{ah ini, 

hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat 

hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat 

                                                             
25

 Ibid., 25. 
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mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat 

tempat untuk merealisir kemaslahatan. 

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada 

kemaslahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka lebih leluasa dalam 

mengganggap mas{lah{ah yang dibenarkan syara’ ini, karena luasnya 

mereka dalam soal pengakuan syari’ (Allah) terdapat illat sebagai tempat 

bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak 

ada mas{lah{ah al-mu@rsalah yang tidak ada dalil yang mengakui 

kebenarannya.
26

  

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak 

membentuk hukum berdasarkan mas{lah{ah semata, tanpa memasukkan 

kedalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia 

mengajukan tiga syarat dalam mas{lah{ah yang dijadikan dasar 

pembentukan hukum, yaitu:  

Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang 

mu’amalah, sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya dapat dinilai 

berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi 

ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa 

syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di 

dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal 

                                                             
26

 Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 196-197. 
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yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). 

Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, 

jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat 

berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan 

hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.
27

 

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui 

apa yang disebut mas{lah{ah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan 

Syafi’iyah berupaya memasukkan mas{lah{ah ke dalam qiyas. Mereka 

dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam 

soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, 

mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama 

mas{lah{ah mu@rsalah. 

 

B. Macam-macam Mas{lah{ah Mu@rsalah 

Pembagian Mas{lah{ah dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, 

mas}lah}ah berdasarkan tingkat kebutuhannya, mas{lah{ah berdasarkan ada atau 

tidak syariat Islam dalam penetapannya. 

1. Mas{lah{ah berdasarkan tingkat kebutuhannya  

Mas{lah{ah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana 

merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok 
                                                             
27

 M. Maslehuddin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. Tafsir, 
Hukum Darurat dalam Islam, (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48. 
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syari’at (Maqa>s{id Syari’ah ), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga 

kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan mas{lah{ah, yakni: 

a. Mas{lah{ah D{aru>riyah (kemas{lah{atan primer) adalah kemaslahatan 

yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia 

dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memeilahara 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, 

dan memelihara harta. Kelima dari kemas{lah{atan ini disebut dengan 

mas{a>lih khamsah. 

b. Mas{lah{ah Hajiyyah (kemas{lah{atan sekunder) adalah sesuatu yang 

diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup 

dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di 

atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti 

adanya ketentuan ruksh{ah (keringanan) dalam ibadah. 

c. Mas{lah{ah Tahsiniyah (kemas{lah{atan tersier) adalah memelihara 

kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang 

pantas dan layak dari kebiasaan kebiasaan hidup yang baik, serta 

menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.
28

 

2. Mas{lah{ah bedasarkan segi kandungannya 

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama’ membagi 

mas{lah{ah kepada dua tingkatan yakni: 

                                                             
28

 Ibid., 155. 
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a. Mas{lah{ah ‘Ammah (mas{lah{ah umum) yang berkaitan dengan 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti 

untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 

mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama 

membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah 

umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
29

 

b. Mas{lah{ah Kha>ssah (mas{lah{ah khusus/pribadi), yang terkait dengan 

orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi sesorang istri 

agar hakim menetapkan keputusan fasah{ karena suami dinyatakan 

hilang.
30

 

3. Mas}lah{ah dilihat dari segi keberadaan Mas}lah{ah menurut syara’ 

Sedangkan mas}lah{ah dilihat dari segi keberadaan mas}lah{ah 

menurut syara’, menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Mas{lah{ah Mu’tabarah yaitu mas{lah{ah yang secara tegas diakui oleh 

syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikannya. Misalnya: 

1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam 

menerapkan tujuan syariat yang bersifat d{aruriyah ini harus 

                                                             
29

 Narun Haroen, Ushul Fiqih 1, (Jakarta: Logos, 1996), 116. 
30

 Asmawi, Teori Mas{lah{at dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus di Indonesia, 
(Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 54-55. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

 

 

melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam 

keberagaman Islam selalu mengembangkan tasammuh (toleransi) 

terhadap pemeluk agama lain.
31

 

2) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan 

aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman 

orang lain,
32

 dalam firman Allah surat al-Isra’ ayat 33: 

                               

                       

Artinya:  ‚Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 

yang benar.
33

 

 

3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap 

sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat 

merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.
34

 

Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Maida>h ayat 91:  

                        

                     

Artinya: ‚Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 

hendakmenimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 

                                                             
31

 A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum 
Indonesia, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 47. 
32

 Hamzah Ya’kub, Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48. 
33

 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 285. 
34

 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), 12. 
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menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 

Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan 

itu)‛.
35

 

 

4) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia 

adalah mahkluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan 

dilindungi oleh syariah.
36

 Ayat firman Allah dalam surat al-Isra’ 

ayat 70: 

                         

                    

 

Artinya:  ‚Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

Kami beri mereka rezki dari yang baik baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihanyang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.‛
37

 

 

5) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak 

beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam 

telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia 

melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.
38

 Sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nis>a’ ayat 29: 

                                                             
35

 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 123. 
36

 Hamzah Ya’kub, Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam), 46. 
37

 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47. 
38

 A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum 
Indonesia, 49. 
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Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.‛
39

 

b. Mas{lah{ah Mulgha> merupakan sesuatu yang dianggap mas{lah{ah oleh 

akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan 

dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba> 

dianggap mas{lah{ah.
40

 Ketetapan seperti itu bertentangan dengan nas{s{ 

al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

                        

                              

                              

                  

   

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

                                                             
39

 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47. 
40

 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2011), 92. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 

 

 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
41

 

 

c. Mas{lah{ah Mu@rsalah adalah mas{lah{ah yang secara eksplisit tidak ada 

satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. 

Secara lebih tegas mas{lah{ah mu@rsalah ini termasuk jenis mas{lah{ah 

yang didiamkan oleh nash. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan 

bahwa yang dimaksud mas{lah{ah mu@rsalah ialah: ‚Mas{lah{ah yang 

tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun 

pengakuannya.‛
42

 

Dengan demikian mas{lah{ah mu@rsalah merupakan maslahat yang 

sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam 

mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari 

kemad{aaratan. 

 

C. Urgensi Mas{lah{ah Mu@rsalah Dalam Pelaksanaan Hukum Islam 

Menurut para ulama us}u>l sebagian ulama menggunakan istilah 

mas{lah{ah mu@rsalah itu dengan kata al-muna>sib al-mursal. Ada pula yang 

menggunakan al-istis}la>h} dan ada pula yang  menggunakan istilah al-istidla>l 

                                                             
41

 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47. 
42

 Abdul Karim Zidan, al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh, (Bahdad: al-Da>r al-Arabiyah Littiba’ah, 1977), 237. 
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al-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki 

satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap 

hukum yang didirikan atas mas{lah{ah dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu: 

1. Melihat mas{lah{ah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya 

pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa 

sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, 

kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan 

pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari 

sisi ini disebut  mas{lah{ah mu@rsalah. 

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-was}f al-muna>sib) yang 

mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu 

kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang 

sesuai dengan tujuan lain syara’, untuk menjaga status antara keturunan. 

Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. 

Inilah yang dinamakan al-muna>sib al-mursal. 

3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu mas{lah{ah yang 

ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu 

kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’. 
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Proses seperti ini dinamakan istis}la>h (menggali dan menetapkan suatu 

mas{lah{ah).
43
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 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.  


